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Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas praduga tidak

bersalah yaitu seseorang atau badan hukum berhak dianggap tidak bersalah sebelum
mempunyai putusan pengadilan yang bersifat tetap. Namun yang terjadi dalam
substansi PERPPU ORMAS menyatakan sebuah organisasi kemasyarakatan dapat
dinyatakan bersal ah/dibubarkan hanya dengan pendapat dari pemerintah saja yang
dalam hal ini pendapat KEMENKUMHAM, ha ini tercantum dalam Pasal 61 Ayat
(3) PERPPU ORMAS tersebut bahwa menteri berwenang membubarkan organisasi
kemasyarakatan tanpa melalui jalur pengadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui subtansi dari PERPPU
ORMAS yang dikeluarkan oleh Pemerintah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip
negara hukum di Indonesia. Untuk mengetahui bagai mana suatu subjek hukum dapat
dinyatakan bersalah serta untuk mengetahui konsekuensi hukum dari PERPPU
ORMAS yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Penelitian ini adalah penilitian hukum normatif yang mengandalkan data
kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah melalui PERPPU

ORMAS telah melanggar prinsip negara hukum yang menghilangkan fungsi lembaga
peradilan dalam menentukan suatu Ormas bersalah atau tidak, serta PERPPU
ORMAS juga melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi
Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Disarankan kepada Pemerintah untuk tetap melibatkan lembaga peradilan dan
lembaga terkait yang lain dalam memutuskan suatu ORMAS bersalah atau tidak
karena Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi
manusia



